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CAKAP TINDAK MENURUT HUKUM 15LAM

A, Konsep Cakap [indak
kata "cakap tindak" adalah rangkaian dari dua kata,
vaitu "cakap" dan “tindak", yang secara etimologi mem-
punyal arti sebagar berikut:
1. Pandai, mahir, mempunyal kemampuan untuk mengeriakan
(Drs. Sudarsono, SH., 1992:69).
2. Cukup umur (W.J.S. Purwodarminto, 1992:149).
3. Baligh (Hafid Abdullah, MA, 1992:149).
Adapun cakap tindak dalam arti istilah adalah seba-
gai heraikut:
L. Prof. br. nbdul Wahab khallaf
"Kelayakan mukallat untuk dapat dianggap sah segala
wcapan-ucapan dan perbuatan-perbuatannya oleh syara ".
(1996:21/7-218).
2. Prof., Dr. [akiyah Daradiat
"kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan  yang
dipandana =sah menurut syara . (1995:10).
Hal serupa (1uga disampalkan oleh Musthata Ahmad al-Zaryga’

dan Ustadz il Hasbullah., (Zak:iyah bDaradjat, 1995:9).

H. krateria Cakap [indak
felam telah  memberib an statemen bahwa perhedaan

manusia dalam pandangan +wllah  hanvalah Fkarena ketagy
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waannva. Hal ini sesuar denagan firman Allah dalam surat al

Hulurat ayvat 14:

o w -
M g q)u\);_c.(g.»)f\ o\
"Sesungauhnya orang yana paling mulia diantara kamu da
s151 Allan 11alah orang yang paling bertaqwa di  antara
kamu".

Uleh karena hanva orang vang tagqwa vang mulia diha-
dapan Allah, maka tidaklah akan dapat mencapai derajat
tagwa, manakala manusia tidak tahu menahu tentang aturan
(r1alan) untuk menuwiunya dan atau 1a telah mengetahuinya
tap:r perbuatannya tidak diamnaaap sah oleh bhukum karena
tidak terlebih dahulu memenuhl dirinya dengan aturan-
aturan vang disahkan oleh hukum.

Palam hal i1n1 (agar tindakan kita diakui oleh hukum)
akan diielaskan kriteria-kriteria orana yanag cakap tindak
sebagalr heritut:

{. lelah mescapal usia dewasa
byari at lelam memberitan penielasan bahwa o0Orang
vang dapat disebut sebagayr orang dewasa adalah:
a. Hernah mengeluarkan air sperma (nuthtah), baik
diralz 1a teryaga (tidak tidur) ataupun dikala tidur
tmimpl ., Farena nllah telah bertirman, dalaom suarat

in-Nuar avat oY
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"Dan apabila anak-anakmu telah sampai pada umur
haliah. maka hendaklah mereka meminta izin seperti
crang-orang sebelum mereka meminta 1z1n" (Depag RIi,
1983:5594) '

b. lelah mencapai umur limabelas tabun. Seperti hadits

vang diriwavatkan oleh NMati’ dari Abdullah bin Umar

F.a:
"

S (ﬁjﬂ&’;{)ﬂLu—MZM“{)aeuhd&J\u,;“” “-;;éé\zﬁ
a.}“**-—ﬂﬁ;(*ki ;J_JA )JLL-bej.HEH ' g\;ﬁ{)
5\';\"‘5)*}‘““' u«#—'—i‘-’ SASLY L}'Ju\_;-\ (—";-2. Al 359

"Sesungauhnya Nabi Muhammad saw menghadap kepadanya
pada waktu hari perang Uhud, ketika 1tu dia berumur
empathelas tahum, maka Nabi tidak mengizinkannya.
Dan kemudian Nabi menghadap kepadanya pada waktu
harl perang Khandag. ketika itu dia berumur limabe-
las tahun. kemudian Mabi mengijinkannya'. (HR. Imam

Hukharyi). (Abi Abdillab al-Hukhari, 171:21)

c. Haid!l atau menstruasi (khusus untuk wanita). (Sayyid

Sabig, 1988:209).

Uleh karena 1tu setirap orana vang belum sampail pada
hatas usi1a dewasa, maka segala perbuatan dan ucapannya
Lidaklah dianaggap sah.

UDalam hal 1n1 para ulama madzhab telah menvatakan
besatuan Fesepakatannva  bahwa anak kecil dilarang
mengaunakan atau mentasharrutkan hartanva. Rkan tetapy
merela berheda dalam hal nembelaniaan seorang anak

NI y Ang telah pandatl . (Muahammad  Jawad Mughnaiyah,

1994:440) .
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Abu Hanifah menyatakan bahwa penggunaan (tasharruf)
harta yanag dilakukan oleh anak kecil yang pandai adalah
sah kendati tanpa 1zin dar: walinya, sepanyang hasilnya
adalah sesuatu vang bermanfaat, sepertl menerima hibah
dan wasiat. Adapun taindakan yang mengandung resika yand
dilakukan oleh anak kecil yang pandai1, seperti jual
beli, spwa menyewa dan peminjamarn harang adalah tidak
dianggap sah kecuali dengan izin walinya.

Sementara Ahmad bain Hanbal mengatakan bahwa tindakan
anak kecil vang pandai dinvatakan sah manakala memper-
oleh izin walinya. Lain halnya dengan Imam Yyafi'i
yana menaatakan bahwa semua bentuk muwamalah yang
dilakukan anak kecil secara keseluruhan tidak disyarat-
kan, baik hal 1tu melaluil wakalah (perwakilan) atau
secara langsung, dalam bentuk penyerahan atau peneri-
maan. dalam urusan penting atau remeh, sudah pandai
atau belum adalah tidak sah.

Sedangkan madzhab [mamivah melakukan kajran yeang
cukup mendalam sebagaimana yang dikemukakan berikut
im1s
a. Manakala anda mempunyai utang kepada orang lain,

lalu orang yang punya piutang pada anda itu mengate-

kan, 'serahkan sajya uang saya yang ada pada anda 1tu
kepada anak saya', padahal anaknya 1tu tidak memenu—
hi1 evarat untuk menerima uang. dan andapun kemudian

menyerahkan wuang tersebut kepada anak tadi. Dan
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rebetulan uang tadi hilang di tangan anak tersebut.
Maka dalam keadaan sepertir 1tu anda coperty halnya
orang vang belum terbebas dari utang dan konse-
Fuensinya orang yang punya piutanag pada anda boleh
menagih Laqgl kepada anda, sekalipun dia sendirl yang
meminta agar anda ményerahkan uana tersebut kepada
anaknvya.

Yelain 1tu anak tersebut tidak harus mengagantiy wang
vang dihilangkannya itu. Bahkan andapun tidak berhak
untuk membebankannya Lepada walli anak teresebut  atau
kepada anak 1tu csendir1 dikala nanti sudah menginiak
nela dewasa. Sementara masih dranqgap tetapnya
utang 1tu pada anda adalah disebabkan karena utang
tersebut tidak dapat diangaap lunas sepan)and be lum
giserahkan secara benar. sedangkan yang ada pada
nengandalan tersebut adalah bhahwa S1 pemyilik prutang
pelum menerima uwangnvya, demikian pula orang yang

meniadl wakill resminya. Apa vana diterima oleh anak

tersebut, adanya Sama halnya dengan tidak adanya
(wuruduhu  ka adamihid. cesudah kita nyatakan bahwa
anak tersebut t1dak berwenanyg mener 1imd atau

mensecahtan utana.

ndapun per<oalan pemberian 1210 untuk menyerahkan
plutanag tadi, maka sama halnya dengan orang yang
menaatakan pada anda "lemparkan sajla prutana saya

vang ada pada anda ke dalam laut” lalu andapun
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melakukan permintaan 1tu. Dalam keadaan seperti 1tu
anda masih tetap dikatakan sebagai orang yang masih
mempunyal utang.

Gementara 1tu, ketidékharusan anak tersebut untuk
mengganti uang yang telah anda serahkan kepadanya
1tu adalah disebabkaﬁ karena pilihan jelek yang anda
lakukan dengan cara memberikan uang tersehbut kepada
orana yang tidak berwenana melakukan hal 1tu, seka-
lipun berdasarkan atas permintaan walinya.

Apabila seorang anak kecil mempunyal harta pada
anda., lalu wall anak tersebut berkata kepada anda
"eprahkan saja harta 1tu kepadanya" lalu anda pun
menyerahkan harta 1tu kepada anak tersebut. letapi
anal 1tu ktemudian menahilanakannya, maka anda harus
menggantyr barang tersebut sebab tidak ada hak bagi
anda untuk menghilangkan harta orana ye&ng masih

kecil sekalipun atas 1z1in walinya.

“Apabila anda disodori sebuah mata uang dinar
oleh seorang anak kecil untuk anda telita palsu
atau tidaknva. fAtau menyerahkan barana berharagsa

bepada anda untuk anda taksir berapa harganya atau
anda iual. Maka sesudah anda menerimanya. anda tidak
tholeh lagyl mengembalibkan dinar atau bgrang herharqgae
tersotut bepada diryr =1 anak teraebut melairnbkan
narue kepada walinya.

pabila dua anak kecil melalkukan jual bel1 dan
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sudah saling serah terima. lalu kedua anak tersebut

menahabiskan barang dan atau uang yang ada di

tangannya masing-masing. maka bila hal itu berdasar

atas 1zin darl walinya. wall itulah vang harus
menggantinya. pan bila tidak dengan 1z1n walinya,
maka beban penagantiannya dibebankan atas harta
redua anak tersebut. (Muhammad Jawad al flughniyah,

LY94:442-444) .

Gelarn pendapat d:i atas, Abi Yahya lakariva al
Anshary menyatakan (dalam tath al Wahah) hbahwa pembe-
laniaan harta vyanQq dilakukan oleh anak kecil vyang
pandai adalah sah. Oleh karena adanya sifat pandai
terzebut, maka dengan sendirinya berarti hilang pula
pelarangan tersebut. (1122061},

Sementara Muhammad Jawad al Mughnivah mengatakan:i
"Apabila telah diketahulr bahwa penggunaan (tasharruf)
vanag ditakukan oleh anak kecil vang pandal tersebut
pbetul-betul diketahui seratus persen memhawa mantaat,
mata wali Anak tersebut  harus menetapkan keabsahan
penggunaan harta tersebut dan tidak ada hal bagr anda
Lntubk membatallannya, khususnya hrlia pembatalan torse—
put membatavalkan anak 1tu". (19%4:444).

Heal vang serupa juagsa dikemuk akan oleh Sayyld Sabiq
Dahwa tindakan vana dilakuban olen anak Fectl y ang

panda1 adalah cah'". Heliau mengemuk akan sebuah firman

=llahn.
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(“‘“' Yol K.,s\ Ll s \wf\_—)&\\w\_’

(‘—At\)" ("?/AJ“’)\-’ \J\M{) (*—-c.-*’

"bDan uwlllah anak—anak yatim i1tu sampal mereka cukup

umur  untuk kawin. kemudian j1ka menurut pendapatmu
nereka telah cerdas (pandaili memelihara harta). maka
serahkanlah kepada mereka harta mereka’. (Ub. an-

Nisa : &6). (Depag HL, 1983:119)

Beliau juga memberikan penjelasan bahwa asbabun
nuzulnya ayvat tersebut adalah bahwa Tsabit bin Rifa ah
dan pamannya; yaitu bahwa Rita ' ah telah meninggal dunia
sedana dia menainggalkan seoranda anal laki=laki yang
masih kecail (namanya Isabit). Lalu paman igahbhit 1n1
datang menemul Rasulullah Saw seraya berkata: Sesung-
guhnya aku 1n1 memelihara anak yatim. Maka apakah vyang
halal bagiku dari hartanya, dan kapan aku harus
menyerahkan tepadanya. Lalu kemudian Allah menurunkan
ayat diatas. (19H8:409).
lidat L1la

Lwegala perhuatan vang dilakukan oleh orana yanag grla
tidak lah dianggap sah oleh syara . baik gilenvya terse-
but selamanva atsau temporal. Akan tetap: bagr orang
y anQ gillanya temporal, meatk 2 segala perbuatan yana
timbul t(dliatulan pada saabt dia tidak airla) adalah sah.
wedangb an bila kita tidak mengetahul | secara pasti
apakah orana yana gila tetika melakukan tindakan hubum.
maka tindatlannya tidakloh dianggap cah. Sebab heralal

merupal an salah satu unsur haoyr cahnva suatu rindakan
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dalam hukum. Sehingaga bila terjadi keraguan atau tanpa
izinnva wall bairk dalam urusan yang penting atau tidak
adalah tidak sah.

fidapun dasar vang menjadikan orang yang gila tidak
diranggap tindakannya dalam hukum adalah nash (yang
telah disebut dlkaa} dan 1ima’ para ulama. Jadi bailk
dari dalil nagli maupun agli telah memberikan perrnya-
taan bahwa tindakan yang dilakuken oleh orang vang gila

adalanh tidak sah.

Dalam masalah 1n1 para uwlama madzhab memberikan
pandangan yanag berbeda-beda, Hanatiyah mengatakan bahwsa
vang disehut orang vang gila adalah orang yanag hilang
akalnya atau orang vang hilang akalnya seiak asal dan
Lidak sembuh pada saat-saat tertentu. Adapun orang yang
gilanya suatu ketika hilang (menradi sehat) dan suatu
saat vang lain tidak (tetap qrlal), maka hukum orang
tersebut dikala tidak gila adalah sepertir orang haligh
vana berakal sehingga 1a tidaklah dilarang oleh syara’
untuk melakukan tindakan hukum.

Sedangkan menurut Malikivah., bahwa Urang vyang gilla
1tu adalah seperti: halnvya dengan anak kecil, balb orang
vang o1la tersecbut oramg vana hilang akalnya sejalk asal
dan selama-lamanya atau tidat (suatu ketilka qirla dan
pada <aat vanag lain tidak ). Hubum pelarangan terhadap
orang yang gila 1tu herlaniyut sampai1r pada akhirnya dia

tenar-beonar sembuh total.



Sementara Syafi’ ivah berpendapat, apabila seseorang
terkena sakit aqila, maka segala tindakan yang dilaku-
kannya adalah tidak sah. Dan bagi walinyalah yang harus
menggant: segala akibat vang ditimbulkan olehnya,
pelarangan tersebut berlanjut terus menerus sampal
orang yang qila itu telah sembuh total. Adapun Hanabi-
lan memberikan statemen bhahwa Keberadaan orang yang
girla di mata hukum adalah sama halnya dengan orang yang
belum dewasa (anak kecil). ( Abcureaihman al-
Jaziri,bl:366).
lidak Dungu (safih)

Allah telah berfirman dalam Al Qur an.,
L (Sanyar A s a3 50,
\

"Dan yanganlah kamu sekalian serahkan kepada orang-
orang vanag belum sempurna akalnya, harta mereka yang
sda dalam kekuasaanmu yang sendiri oleh Allah dijadikan
sebagal pemeliharaannya", (U5, an Nisa 3 3) {Depag. R,
1985:11%)

Urana dunau adalah orang vang dibedakan dari anak
kecil tarena kebalighannya dan dari aorang vyang gila
karena herakalnva (sehat akalnya). Uleh karena ptu yang
dikatakan orang vang dungu adalah orang vyang tidak
cakap tindat menqgelola harta kekayaan dan membelanja-
bannya dengan baik, halk 1a mempunyai kecakapan tetap:
tidalk digunakannva atau karena 1a betul-betul tidak

mempunyal  kecakapan. {Muhammad Jawad al Mughniyah,

1994:445) .
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Dalam rangka memberikan alternatif pemikiran, maka
dalam hal 1ni1 kami nukilkan pendapat-pendapat ulama
madzhab tentang keberadaan Dfang yang dungu (safih),
sebagair berikuts: Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang
dungu tidak dapat dikatakan satih kecuali hanya dengan
keputusan hakaim. Demikian pula seagala tindakan vyang
dilakukan oleh orang yang satah sehelum adanya keputu-
san hakim adalah dihukumi sah. Sebaliknya juga seorang
yang satih apabila telah meniradi pandai, maka kepan-
daian vana ada tersebut baru dapat diakur sebagal
orang yang pandai dalam pandangan hukum manakaia telah
ada keputusan hakim.

Keberadaan orang vyana safih dalam tindakan hukum
adalah seperta halnya dengan anak kecil yang pandail
(mumayy1z) bahkan Hanafiyah memberikan statemen menge-
nai tindakan vyang dilakukan oleh orang Yang safih
sebagal herikut:

a. Kawinnya adalah sah

h. Haji dan zakatnya adalah sah dan wajlilb baginya

c. Penjatuhan talaknya adalah sah -

d. Memerdekakan budak adalah sah

e. Segala macam hentuk ibadah (selain diatas) vyang
dilakukannya adalah sah

Adapun pengertian orang catih menurut Hanafiyah
adalah orama vang tidak cakap dalam mengelola hartanya

(sehingga 14 mentasharrutkannya dalam hal yanaog
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dilarana) dan 1a melakukan pemborosan dan penyia-nyiaan
(pemubadziran). (Abdurrahman al Jaziri, 11:367).

Malikiyah herpendapat bahwa orang yang safih adalah
arana vana menahambur-hamburkan hartanya dan tidak
cakap dalam mentasharrufkannya. Uleh karena 1tu
selama cpsenrana  mempunyal sifat seperti  1tu  baik
laki—laki maupun perempuan, maka 1a adalah orang vyang
dilarana oleh hukum dalam membelanjakan hartanya.
Mereka juga memberikan pernyataan  secara konkrit
bahwa hukum orang safih dalam mentasharrufkan hartanya
adalah seperty halnya dengan hukum pentasharrufan harta
vana dilakukan oleh anak kecil vyang telah panday
(mumavyyiz). (Abdurrahman al Jaziri, T1:368).

Svafi 1vah berpendapat, orana yang safib adalah
orang yang menghambur-hamburkan hartanya dan membelan-
jakannya pada jalan vana tidak bermanfaat baginya baik
untuk kepentingan duniawl maupun ukhrawi. Mereka mem-—
herikan penijelasan sebagal berikut:s Hila safih itu
lahir (ada) seilak ia keci! sampai 1a besar, maka
pelaranaoan terhadapnvya berlanqsung terus tanpa harus
menunagagu teputusan hakim dan pentasharrufannyapun
drangaap tidak sah. Dan manakala 1a menjadi pandai
(rasyid) maka dengan sendirinya sitat pelarangan terha-
dap dirinva dengan sendirinyapun hilang denagan tanpa
menungqQu adanya keputusan hakim. Adapun apabila kesafi-

hannya 1tu datang ketika dirinya pandair sebelumnya,
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maka adanva pelaranagan terhadap diri orandg tersebut
adalah dengan keputusan hakim dan segala proses pen—
tasharrufannya sebelum adanya pernyatan dar: hakim
adalah sah. Mereka juga menambahkan bahwa seqala pen-
tasharrufan orang safih setelah adanya pernyataan darl
hakim dianagap sah, misalkan jual beli. hibah. memerde-
kakan budak dan nikah. Sedangkan untulk masalah-masalah
yana berhubungan dengan ibadah amaliyah seperti zakat,
haijy dan lain sebagainya, maka kedudukannya adalah
seperti anak yang pandai (rasyid). (ahdurvrahman al-
Jaziri, T1:370}.

Hamabilah berpendapat bahwa crang yang safih adalah
orang vang tidak bagus dalam mentasharrufkan hartanvya.
Orang safih 1tu manakala telah baliagh, maka adanya
pelarangan kepadanya harus dengen keputusan hakim.
(Abdurrahman al-Jaziri, [T: 371).
lidak Pailit (mutlis)

Dasar vyang dijadikan pijakan pelarangan terhadap
orang yang pailit adalah hadits yang diriwayatkan oleh
Abd Rahman bin al-Harts bin Hisyam dari Abli Hurairah,
dlbawah 1N, "

L)AM&B\)a(JkMAJ\\ ‘};:) ) qéﬁj%‘ﬁh'ié)Ja gy
. ¢LI}J>{;P ol L}Jb\

"Haranq slapa menemukan hartanya dalam keadaan utuh

(tidak berubah karena bertambah atau berkembang) padae
seseorang lelaki vang telah bangkrut, maka dia lebih
berhak atas hartanya daripada orang lain” (HR. Imam

Bukhari). (Abi Abdillah ail-Bukhari, ll.S?i

Yang dimaksud dengan Mutlieh (pailit) adaleh: orang
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vara dilarang oleh hakim untuk membelanjakan hartanya
karena terlilit utamng yang dapat menghabiskan selurun
hartanys dan bahkan masih kurang, dimana bila seluruh
harta vana dimilikinya dibegikan kepada para pemilik
prutang pasti tidak akan mencukupl. (Muhammad Jawad
Mughniyah, 1994:459).

Menurut pendapat wulama yang lain, vyang dimaksud
dengan mutlis adalah orang vang tidak memiliki apa yang
diperqunaban untuk menutupi kebutuhannya, denaan kefa-
Kirannya inl sudah mencapal keadaan dimana 1a dikatakan
sehagal coranq vang tidak mempunvail uang. (Sayyid Sabiq,
i9y8:197).

Uleh Fkarena 1tu orang vyvanag bherpredikat muflis
(pax1lit) 21tu tidaklah beruang kendatipun 1a masih
mempuny&l uwang, sebab harta vang dimilikyr 1tu  pada
hakekatnya adalah bukan hartanya, tetapi: bharta (hak)
orang-orang yang mempunyal piutang kepadanya sehingga
hartanya senlah-olah tidak ada (wujiuduhu ka adamihi).

Un tud menaetahuyr  hahwa seseorang  1hu terqolong
cehagal oOrang vang pailit (muflis), sebagaimana kesepa-
batan para ulama. haruslah denagan keputusan  halkaim,
sehingga apa yanag dilalkukannya herkenaan dengan
pentasharrutan harta adalah tidak sah. Qdapun syarat-
syarat orang vang dapat dikatakan mutlis, seperta y ang
disampailklarn oleh Muhammad Jawad Mughniyah adalah:

a. Bahwa arang tersebut betul-betul berutang dan
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utangnya telah terbuktyl secara syar L.
h. Diketahul bahwa harta yang dimilikinya tidak
lebih banyak dari utangnya.

c. Utana tersebut sudah caatnya untuk dibayar (dikemba-

likan) bukan utang yang masih mempunyal tenggand
wak tu.
d. Hendakliah pelaranaan itu atas dasar permintaan

dari orang yang mempunyai piutang.

Uleh karena 1tu setelah terpenuhinya syarat-syarat
di atas, maka georang hakaim diperholehkan memutuskan
untuk melarang orang yang muflis tersebut untuk menggu-
makan hartanya, paik dalam bentukl jual heli, Sewa
meny ewa ., menagadaikan. meminjamkan dan segala hal vyang
nantinya dikhawatirkan dapat merugikan orang-orang yang
mempunyal piutana padanya.

Setelah adanya keputusan tersebut, seorang hakim
lalu meniual harta Kekayaan oranq yand perutana itu dan
remudlan membayarkannya kepada orang yang memllikl piu~
tang. ULan 11ka hasil dar: peniualan harta tersebut
mencublupl utangnya, maka hal 1tulah yang harus dilaku-
ban. letapir bila hasil peniualan tersebut tidak mencu-
bupl. mata pembagrannyaa dilakukan dengan cara mempro-
centaslkan pruvutana vanaq catu dengan lainnya. Dan pada
akhirnya vita telan selesal tahapan—tahapan tersebut,
maka dengan mendirinya pelarangan yang ada menjadi

musnat. tarena tulnian dari adanvye pelarangan rersebut
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telah tiada. (Muhammad Jawad Muaghniyah, 1994:459-461).

Para ulama madzhab (dalam masalah 1m1) memberiban
pandangan vyanag berbeda-heda:; 11ba  seseorang diketahul
hahwa dirinva pairlit, maka hakim harus meniual  harta
Fetlavaannya dan kemudian membayarkannya repada pemilak
prutanag. Jika harta tersebut tidak mencukupl. maka
hakim harus memutuskan orang tersebut wntul tidak
membelaniakan hartanya. [ni adalah pendapat Imam Mal ik
dan Yyati 1., mereka mengemukalkan dasar dengan hadits
iAbl Bakar bin Abd Rahman,

- * . - (™ . i w )

o>\ ﬂwﬂby)\kﬁ_’,;b: ,..‘}9\&__,\)\,5_\

6 PP

"Setiap orang yang mutlis kemudian padanya ditemukan

harta kekayaan orana lain, maka dia lebib herhak terha-

dap harta tersebhut daripada yang selainnya”". (HH. Abu
Dawud) . (Abyr Dawud Sulaiman bin al Asy ab, fleZ2H6).

Hanativah berpendapat bahwa hakim harus melarang
orana vana muflis untuk membelanjiakan hartanya, agar 1a
tidak menggunakan hartanya yang pada hatekatnvya adalabh
harta para pemilik prutang bairk pentasharrufan tersebut
berupa sedekah, hibah atau yang lain. PDan hahkan seor-
ana  hali1m boleh memenjarakannya bilia dikhawatirkan 1a
melarikan diry. (Abdurrahman al Jazir:, 1F23722).

Hamnabi lah horpendapat habwa =parana mutlis baru
dapat dilarang untuk mentasharrutkan hartanvya manakala
donaan adany A Leputusan hak im. adapun perbuatanny a
sehe lum adansa Feputusan tersebut sah. sSedang alasan

Adanva nelarangan terephut adalah Farena harta yanag



dimilibinva ttu  pada prainsipnya adalah bukan haknya
melainkan  haknya granag-aorang yand mempunyal pirutang
padanya. setelah adanyé pelarangan, malka halkim menijual
harta =1 muflis dan kemudian membaginya (membayar)
kepada para pemilik prutang {sesual dengan jumlahnya)
ceketika 1tu. {nbdurrahman al Jaziri, 11253761},

Mengenal harta vyang dipernleh si pairirt setelah
adanya pernyataan pai1lit, adaiah herbeda—-hbeda pendapat
dalam pandangan wlama, Abu Hanaty menyatakan hahwa
Helaranaan terhadap s1 pairlit tadak menjangkau harta
kekayaan yang dipernlen setelah adanya pernyatan pall-
V. wedanakan fmam Svafi 1 menaemukalan Bahwa pelar-=
angan tercebut menyanakut pula harta bekayaan Yyang
diperoleh setelahnya. kLarena tujuan dari adanvya pelar-—
anoan adalah untuk mengemhalikan hak yang ada pada
pirhat 1 pail1t kepada vana bherhak menerima. DLan 1tu
tidak terbatas pada harta yana ada pada saat pelarangan
caja. Lemikian juaa ditatakan oleh [mamyiyah.

Gementara Ahmad bin Hanbal member1kan penqertian.
tidak ada perbedaan antara harta vana bharu diperolehn
cecudahn pelarangan denaan harta vang diperonleh tada)
nadAa caat dilakukan pelaranaan. (Mubammad Jawad Mugh-—
niyahn, 1994 :462-465) .

Lemil Lanlahn aturan hubum (e lam tentanda F eheradaan

(briterial orrang dapat disecbut caltap tindak .
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C. Macam—macam Cakap lindak

Cakap tindak menurut hukum I=lam terbagi menjadi

tiga macam, yaitus

1.

Ahliyvah al Ada’ al kamilah (Cakap tindak vang
sempurnal.

Yang dimaksud dengan Ahlivah al Ada’ al Kamilah atau
cakap taindak yang sempurna adalah kecakapan atau kemam-=
puan seseorang (mukallaf) untuk melakukan berbageal
macam perbuatan. Dengan demikian, orang vyang telah
memilikl kecakapan untuk bertindak secara senpurna,
semua perbuatannya telah dipandang sah oleh syara’ .
(Zakiah Daradiat, 1995:15).

Adapun Yang termasuk aolongan ini adalah orang-
nrang vang telah memenuhl syarat sebagal herikub:

a. Urang yang telah menginiak usia dewsasa.
b. Urang vang herakal sehat.

¢. lidak dungu (satih).

d. lidak pairlit.

Oleh karena 1tu semua orana (mukallaf) yang telah
sampalr pada batas usia dewasa, heratal sehat, tidak
dunan  dan tidak pula pairlit. dinvatakan sebagal orang
yang berpredikat cakap tindak sempurna, sehingga 13
dapat menialantan seaala aktifitas vana herhubungan
dengan hukum baik vang berkaxtan dengan perbuatan
maunun perkataan tanpa ada hatasan—hatasan tertentu,

baik vang berhubungan dengan masalah-masalah 1badah
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(hubungan vertikal) maupun masalah-masalah yang herhu-
bungan dengan mu’ amalah (hubunoan horizontal).

Ahlivah al Ada’ al Nagishah (Cakap Tindak yang Kurang
Sempurnal .

Yyana dimaksud dengan fhlivah al Ada’ an Nagishah
atau cakap tindak yang kurang sempurna adalah kecakapan
epcearana (mukallaf) untuk melakukan perhuatan—-perbua-
tan tertentu saja. Dengan demikian, maka orang Yang
memiliky Ahliyah al Ada’ an Nagishah tidak semua per—
buatannya dipandang sah oleh syara’ tetapili dalam bata-
san—~bhatasan masalah tertentu saja. Yang termasuk dalam
kategori 1N adalah anak-anak yang masih dalam wusia
remaja (mumayyiz) yaitu anak-anak vyang masih dalam
batas (usia) sebalum dewasa (baligh) , misalkan dalam
masalah 1ibadah, maka pérnuatanﬂperbuatannya tersebut
dipandang sah manakala telanh sesual dengan rukun dan
syarat vana telah ditentukan. Akan tetapi dalam masa-—
lah-masalah mu amalah, maka terdapat pemilahan. (Zakiah
Daradiat, 1995:13).

Ulenh karena dianagap kurang sempurna kecakapan
pertindaknya, sehingga para ulama memberilkan penilaian
dalam hal perbuatan yang dilakukan dalam badang hukum
mu amalah, yaltu:

a. atam hal perbuatan (transaksi) vang herkaitan
dengan segala sesuatu yang mengandung mantaat bag:

dirinva, misalkan seportl menerima tibah (pember1an



3.

S0

denaan tanpa ikatan apapun) dan shadaqah, maka

perbuatannvya adalah sah tanpa harus dengan mendapat

1z1n darl walinya.

b. Dalam hal perbuatan (transaksi) vang mengandung
unsur pemindahan hak milik, maka tindakan yang
dilakukannya tidak dianggap sah, kendatipun i1a telah
mendapat 1z1n darl walinya. Misalkan sepertl member-
itkan hibah, wasiat, wakaf dan lain-lainnya.

c. Palam hal perbuatan (tranmsaksi) vang mengandung
unsur manfaat dalam satu sis1 dan mengandung unsur
pemindahan hak pada sisy yang lain, maka perbuataen
vang dilakukannya diangaap sah manakala dengan 1zZ1in
walinva. Artinva, manakala walinya mengilizinkan, maka
tindakan vang dilakukan adalah sah. Dan manakala
walinya tidak mengizinkan, maka tindakannya adalah
patal. Misalkan sepertl seseorang mumayylz yang
mengadabkan aksd jual beli, sewa menyewa.

Cakap lindak vang lidak Sempurna.

Yang dimaksud dengan cakap tindal yang tidak sempur-
na adalah seseorang vang tidak mempunyail cakap tindak
sama sekall, vailtn sesearang vang tidak dapat dianggap
cah ceaala macam tindakan vana dilakukannya baik yang
perupa ucapan maupun perbuatan nleh syara . Sepert:
anak-anak (masa kekanakannya), orang gila (dalam usia
herapa sala), karena mereka belum mempunyail akal vyanag

sehat (sempurna) .
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Oieh karena 1tu seagala tindakannya, misalkan akad
(perjanjian), tasharuf (penaeialaannya) trdak dianggap
sah. Bahkan bila tindakan itu berupa pidana, misalkan
membunuh atau merusak harta kekayaan orang fain, maka
1apun dibebaskan dari tuntutan hukum tersebut. Dan . 1a
han?a dibebani: ganti rugl yang itupun dibebankan atas
tanggung Jawab walinya. Hal ini bersesuaian dengan

pendapat fugaha vang mengatakan: -
o8\ Q_}Lﬁf)‘\.ﬂ\" J—hl’}\\)&}
sresengalaan anak kecil atau orang gila adalah merupa=
kan cuatu kebkeliruan'. (Abdul Wahabh Khallaf, 1996:220) .
D. fHkibat Huekum lransaks: yang Dilakukan oleh orang yany
fidak Cakap lindak.

Dary Feterangan ulasan penielasan  da atas dapat
dinvatakan bahwa transaksi-transaksi yang dilakukan oleh
prang—orang vang tidak cakap tindak adalah batal demyi
Pukoum, kecuali dalam hal-ha! yang ditentukan lain karena
adanya suatu pembahasan khusus atau perkecualian. Misalnya
dalam hal anak kecil yang telah mumayyiz, maka dalam
| apangan ibadah, selama telah sesuai dengan rukun dan
syarat-svaratnya. maka dipandang sabh. Sementara dalam
lapangan mu amalah, hanya dalam batasan-batasan tertentu,
1. Ferhuatan mumayylz yang semata-mata mendatangkan keman-—

faatan hag: dirinva, maka tindakan L tu .dlpandana sah
tanpa tergantung 121N walainyea sah, seperti menesrima

hihah.
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2. Perbuatan mumayyiz vyang semata-mata mendatangkan kema-
dlaratan atau kerugian baginya adalah tidak sah meski-
pun diizinkan oleh walinya. Seperti menghibahkan har-
tanya., mewasiatkannya, mewakafkannya menanaguna  utang
orang lain dan sebagalinya.

4. Perbuatan mumayylz vana berkisar antara mendatangkan
kerugian dan mantaat bagi dirinva. maka sah dan tidakn-
ya perbuatan mumayylz? tersebut tergantuna pada walinya.
Jika walinva mengizinkan perbuatan tersehbut, mala
dipandana sah, dan 1iba walinya tidak mengizinkannya
mak a tidalk sah perhbuatannya. (Mihtahul Araitain dan
Faitshol Haqg., 1994:572).

Hegitu pula kedudukan orana vang safih (dungu), maka
dalam hal! perkawinan, haii, zakat, menjatuhkan thalalk,
memerdekakan budak dan  melakukan segala macam bentuk
ibadah (selama telah memenuhl rukun dan  svarat—-syaratnya)

adalah dipandanag sah oleh syara .



